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KATAPENGANTAR

PujisyukurkamihaturkabkehadiratAllahSwt,yangtelahmelimpahkan

rahmatdanhidayah-NyasehinggakamidapatmenyelesaikanMakalah

tentang“PUTUSAN PENGADILAN NEGERIJAKARTA PUSAT TERKAIT

PENUNDAANPEMILU2024”.

Tidaklupajugakamimengucapkanterimakasihkepadasemuapihak

yangtelahturutmemberikankontribusidalam penyusunanMakalahini.

Tentunya tidakakan dapatberjalan maksimaljika tidakmendapat

dukungandariberbagaipihak.

Sebagaipenyusun,kamimenyadaribahwamasihterdapatkekurangan,

baikdaripenyusunanmaupuntataBahasapenyampaiandalam makalah

ini.Olehkarenaitu,kamidenganrendahhatimenerimasarandankritik

daripembaca agarkamidapatmemperbaikikarya ilmiah ini.Kami

berharapsemogamakalahyangkamisusuninimemberikanmanfaat

danbergunabagipembacanya.

BandarLampung,Maret2023
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BABI

PENDAHULUAN

1.1LatarBelakang

Pada 1 Maretlalu hakim Tengku Oyong diKemayoran Jakarta Pusat

mengetuk palu putusan yang menggemparkan publik,putusan tersebut

berupapenundaanPemiluyangseharusnyadilaksanakanpadatahun2024

diundurmenjaditahun2025.Akarpermasalahaninidimulaidarigugatan

perdatayangdiajukanPartaiPrimaterhadapKomisiPemilihanUmum (KPU)

karenatidakmeloloskanpartaibarutersebutdalam prosesverifikasi.

PartaiPrimasendirididirikanolehaktivis-aktivismudapadaawaltahun1998

yangdiresmikanpada1Juni2021diGedungPusatPerfilmanUsmarIsmail.

PartaiPrimasendiridiketuaiolehAgusJaboPriyonoyangmerupakanmantan

dariKetuaUmum PartaiRakyatDemokratik(PRD)padaperiodetahun2015

hingga2020

MenurutKusnardidan HarmailyIbrahim pemilu adalah hakasasiwarga
negarayangsangatprinsipil,karenadalam pelaksanaanyaadakeharusan
pemerintahuntukmelaksanakanpemilu.MenurutPasal1ayat(1)UUNo.22
tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu disebutkan pemilu adalah
saranapelaksanaankedaulatanrakyatyangdiselenggarakansecaralangsung
umum bebasdanrahasiajujurdanadildalam NKRIberdasarkanPancasila
danUUD.

1.2RumusanMasalah

1.MengapaPartaiPrimamengajukangugatankePengadilanNegeriJakarta

Pusat?

2.Apaperkaradalam gugatantersebut?

3.Bagaimanareaksipublikterhadapkasustersebut?

1.3Tujuan

1.Untuk menjelaskan mengapa PartaiPrima mengajukan gugatan ke

PengadilanNegeriJakartaPusat.

2.Untuk menjelaskan apakah ada aksiyang melatarbelakangiputusan

PengadilanNegeriJakartaPusat.

3.Untukmengetahuibagaimanareaksipublikterhadapkasustersebut.



BABII

PEMBAHASAN

2.1Awal-mulaPartaiPrimaMenggugatKPU

AdanyaSengketadiBawaslukarenagugurdalam tahapanverifikasiadministrasi

pada14Oktober2022,dimanahalinimembuatmerekagagalmelajuketahapan

verifikasifaktualsebelum dapatditetapkansebagaipesertapemilu,sehinggaPartai

PrimamenggugatsengketaKPURIkeBawasluRI.

Dalam pemohonannya,PartaiPrimajugamenganggapKPUtidakprofesionalkarena

beberapahal.Pertama,PrimamenilaiadastandargandaKPU dalam prosesini.

Merekamembericontoh,duaanggotamerekayangtaktercatatdalam daftarpemilih

berkelanjutan,satu dinyatakan memenuhisyaratsedangkan satu lainnya tidak.

Kedua,merekamempersoalkantentangdatasistem informasipartaiPolitik(Sipol)

merekayangdiclaim telahmencapai100% lalumendadakturunmenjadi97,6%

ketika Sipolkembalidibuka untuk perbaikan administrasi.Ketiga,KPU masih

melakukanverifikasiadministrasiketikatahapanseharusnyasudahselesaisaat

masaperbaikan.

Atas halini,Prima juga beranggapan bahwa berita acara dariKPU RIyang

menyatakanmerekatidaklolosverifikasiadministrasicalonpesertaPemilu2024,

cacatformil.BawasluRImemenangkanPrimadalam persidangansengketadan

memerintahkanKPURImembukakesempatanPrimamengunggahdataulanguntuk

perbaikanverifikasiadministrasi.Namun,setelahunggahulang,pada18November

2022,PrimakembalidinyatakanKPUtidakmemenuhisyaratverifikasiadministrasi

calonpesertaPemilu2024.PrimamencobakembalimenggugatsengketaKPURIke

BawasluRI,tetapiberdasarkanPeraturanBawasluNomor9Tahun2022,“tindak

lanjutatasputusanBawaslu”tidakdapatmenjadiobyeksengketa.

2.2PerkarautamagugatanPartaiPrimaterhadapKPU

Keputusan iniberawaldarigugatan perdata PartaiPrima kepada KPU pada 8

Desember2022laludengannomorregister757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.Sidang

pertamadilaksanakanpadatanggal1maret2023danPN Jakpusmengeluarkan

putusanpadaKamis2maret2023.

PokokPerkaraUtama:

1.MenerimaGugatanPenggugatuntukseluruhnya;

2.Menyatakan Penggugatadalah partaipolitik yang dirugikan dalam verifikasi

administrasiolehTergugat;

3.MenyatakanTergugattelahmelakukanPerbuatanMelawanHukum;



4.Menghukum TergugatmembayargantirugimateriilsebesarRp.500.000.000,00

(limaratusjutarupiah)kepadaPenggugat;

5.Menghukum TergugatuntuktidakmelaksanakansisatahapanPemilihanUmum

2024sejakputusaninidiucapkandanmelaksanakantahapanPemilihanUmum dari

awalselamalebihkurang2(dua)tahun4(empat)bulan7(tujuh)hari;

6.Menyatakanputusanperkarainidapatdijalankanterlebihdahulusecaraserta

merta(uitvoerbaarbijvoorraad);

7.MenetapkanbiayaperkaradibebankankepadaTergugatsebesarRp.410.000,00

(empatratussepuluhriburupiah)

2.3ReaksiPublikterhadapKasus

Berbagaipartaipolitik,danmasyarakatmenyatakanmenolakputusanPengadilan

NegeriJakartaPusatmengenaipenundaanPemilu2024.Beberapatokohdanpejabat

publikjugamenyatakanhalserupa.Berikutinideretanresponstentangpenundaan

Pemilu2024.

a.YusrilIhzaMahendra:“PutusanPNKeliru.”

PakarHukum TataNegaramenilaiputusanPengadilanNegeriJakartaPusatsoal

perintahmenundatahapanPemilu2024keliru.Menurutnya,putusanatasgugatan

PartaiPrimaadalahgugatanperdatadanhanyaperbuatanmelawanhukum biasa.

Terkaithaltersebut,iamenilai,putusanPNJakpusseharusnyatidakberlakuuntuk

umum dantidakmengikatsemuapihak.

b.SusiloBambangYudhoyono:“Adayanganehpadapemilu2024.”

Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)merasa ada yang aneh di

IndonesiasetelahPengadilanNegeriJakartaPusat(PNJakpus)memerintahkan

penundaanPemilu2024.

SBY hanyamenanyakanapayangsebenarnyaterjadidinegeriini."Menyimak

putusanPengadilanNegeriJakartaPusatkemarintentangpemilu,rasanyaada

yanganehdinegeriini.Banyakpikirandanhalyangkeluardariakalsehat.Apa

yangsesungguhnyaterjadi?"cuitSBYdalam akunTwitter-nya,@SBYudhoyono,

Jumat3Maret2023.

Dia mengatakan selama inirakyatIndonesia sudah banyak diuji.SBY pun

mengingatkanparapenyelenggaranegarauntukingatrakyat.



Bahkan,dia memperingatkan,jika para penyelenggara negara bermain-main

denganhakrakyatmakanantinyamerekayangakankenagetahnya.

"Ingatrakyatkita.Janganadayangbermainapi,terbakarnanti.Janganadayang

menaburangin,kenabadainanti,"ujarnya.

c.AnggotaBawaslu,Puadi

MenurutanggotaBawaslu,Puadi,penundaanpenyelenggaraanPemilu2024itu

tidakbisadilakukanhanyamenurutiputusanPN Jakpus.Puadiberpandangan,

putusanPNJakpusyanglagiramaidiperbincangkanpubliksaatinipatutdihargai,

namuntetapdengancatatan."Penundaanpemilutidakmungkindilakukanhanya

denganadanyaamarputusanPN,"sepertidilansirdariAntara,Jumat3Maret2023.

Lebihlanjut,Puadimenerangkan,kalaupenundaanpenyelenggaraanpemiluitu

hanyabisadilakukanapabilaadaamandemanUUDNRITahun1945.

Selainitu,iajugamenyorotiputusanPN Jakpusmerupakanhasilpersidangan

perdata.

Menurutnya,putusanperdatatidakmemilikisifatergaomnes,yakniberlakubagi

seluruhrakyatIndonesia."Pasal22Eayat(1)danayat(2)UUDNRI1945jugatelah

menggariskan pemilu untuk memilih anggota DPR,DPD,presiden dan wakil

presidendilakukansetiaplimatahunsekali.Haldemikianjugadiaturdalam Pasal

167ayat(1)UUNomor7Tahun2017tentangPemilu,"ujarnya.

d.Anggotakoalisi,SalehAlGhifari

Menyatakanmajelishakim yangterdiridariT.Oyong,H.Bakri,danDominggus

Silabanmelanggarasasprofesionalismesertanilai-nilaihukum dankeluhuran

masyarakat."Menurutkami,initerang benderang pelanggaran kode etikdan

perilakuhakim,"ucapSalehdiKantorKomisiYudisial(KY),Jakarta,Senin(6/3).

Saleh menjelaskan putusan perkara nomor:757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Psttidak

sesuaidengan Pasal22 E ayat1 UUD 1945 yang mengamanatkan Pemilu

diselenggarakansetiaplimatahunsekali.

PutusanPNJakartaPusatyangmenundatahapanPemilu2024jugabertentangan

denganUUNomor7Tahun2017tentangPemilu.Salehmenjelaskandalam UU

Pemiluhanyadikenalpemilususulandanlanjutan.



e.PrabowoSubianto

MenyebutkanbahwaputusanPengadilanNegeriJakartaPusat(PNJakpus)yang

menyatakanmenundaPemilu2024tidakmasukakal.Beliaujugamengatakan

bahwaputusantersebutmasihbelum bersifatfinal,karenamasihadaupaya

hukum banding.

“Itu kan Pengadilan Negeri,masih diatasnya ada Pengadilan Tinggidan

sebagainya,sayakirasangatkurangarifatautidakmasukakalkalauditunda-

tundaterus,"ujarnya.

f. BEM UI

BadanEksekutifMahasiswaUniversitasIndonesia(BEM UI)memintaPresiden

JokoWidodo(Jokowi)bicaramengenaimasalahini."Presidenharusangkatsuara,"

kataBEM UIdariketeranganviamediasosialyangdikirimkanKetuaBEM UI,Melki

SedekHuang,Senin(6/3/2023).

MenumbalkanKPUsebagailembagapenyelenggarapemilutidakbolehmenjadi

drama setelah yang menjustifikasi agenda pengancaman demokrasi ini.

Masyarakatcermat,ketegasandanketaatanPresidenJokowisertaelitepolitik

padakonstitusiharusdihadirkansecaraterangbenderang,"kataBEM UI.

BABIII

PENUTUP

3.1Kesimpulan

KeputusanPengadilanNegeriJakartaPusat,dalam menyetujuigugutanperdata

tentangpenundaanpemiluolehpartaiPRIMAadalahsebuahkesalahanyangbesar.

PengadilannegeriJakartaPusatseharusnyamengikutiUndang-undang1945yaitu

pasal22Eayat1yangberbunyi"Pemilihanumum dilaksanakansecaralangsung,

umum,bebas,rahasia,jujur,danadilsetiaplimatahunsekali."

3.2Saran

Jika dilihatdarirumusan masalah putusan PN Jakpus,maka terlihatbahwa

pejabatpemerintahberupayamerengguthakmasyarakatuntukmemilihdalam



pemilu2024.Olehkarnaitu,Solusiyangkelompokkamitawarkanialahalangkah

baiknya pengadilan tinggiJakarta membatalkan putusan PN Jakpus dan

mengabulkanbandingKPURI.

DansebaiknyapartaiPRIMA menjadikaninisebagaisebuahpelajaranagardi

PemilumendatangPartaiPRIMAdapatmelengkapidataadministrasidenganteliti

sehinggalolostahapverifikasiKPU.
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